BAB YV
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Setelah dilakukan penelitian, didapatkan bahwa tidak terdapat pelindungan
hukum yang diberikan kepada Standard Charted Bank, Cabang Singapura
(SCB) sebagai kreditur separatis yang dalam melaksankan kontraknya
didasarkan pada itikad baik. Dikarenakan, Pihak SCB sebagai pihak asing
yang melakukan pemberian perjanjian fasilitas kredit (Perjanjian) dengan
Borneo Lumbung Energi & Metal (Borneo) dengan menempatkan PT Asmin
Koalindo Tuhup (AKT) sebagai corporate guarantee serta sebagai pihak
yang telah mengenyampingkan segala hak istimewa penanggung yang
diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Dalam klausul perjanjian baik Borneo maupun SCB sudah sepakat untuk
tidak menempatkan perusahaan dalam keadaan insolvensi, namun Borneo
maupun AKT tanpa melakukan pemberitahuan kepada SCB, telah
mengajukan permohonan PKPU secara sukarela ke Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat dengan Nomor 7/PDT.SUSPKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST.
Dapat dilihat, dalam persidangan SCB telah menyampaikan fakta-fakta
material beserta dengan bukti akta autentik terkait pernyataan-pernyataan
AKT maupun Borneo yang dalam Klausul terkait pernyataan menjamin
kebenaran dan segala pernyataan yang disampaikan oleh AKT dan Borneo
tidak bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia, namun hal tersebut
tidak menjadi bahan pertimbangan atas itikad buruk yang dilakukan oleh
Borneo maupun AKT sebagai Debitur yang memiliki kewajiban atas
pembayaran utang-utang miliknya kepada SCB.

2. Tindakan bantahan klaim tagihan dan status kreditur separatis bagi SCB oleh
Pengurus dari proses PKPU atas AKT serta dengan adanya putusan
Mahkamah Agung 482K/PDT.SUS-PAILIT/2016 yang berpendapat sama

dengan hakim sebelumnya dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
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5.2.

dengan Nomor 7/PDT.SUSPKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST. dapat
disimpulkan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang yakni terkait prinsip keseimbangan yakni
prinsip yang harusnya mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata
lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur ataupun yang tidak
beiritikad baik. Selanjutnya terkait prinsip keadilan yang bertujuan untuk
lembaga kepailitan digunakan sebagai alternatif penyelesaian piutang yang
harus dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan
sebab penyelasain piutang melalui Rencana Perdamaian dengan cara debt to
equity swap (konversi utang ke saham) yang telah dihomologasi oleh majelis
hakim Pengadilan Niaga merugikan SCB sebagai pemegang jaminan saham
90% atas AKT. Serta bertentangan dengan prinsip integrasi yang
menyatakan UUK PKPU sebagai peraturan pelaksana tidak boleh
mengabaikan ketentuan dalam sistem hukum perdata sebab hukum formal
dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan.

Saran

. Diharapkan kedepannya terkait proses PKPU diberikan batasan-batasan bagi

debitur untuk dapat melakukan upaya hukum PKPU secara sukarela. Serta
dalam merumuskan restrukturisasi utang melalui rencana perdamaian,
walaupun dalam proses PKPU Pengurus hanya berkewajiban untuk
mengawasi debitur dalam merumuskan rencana perdamaian namun
Pengurus harus meneliti apakah rencana perdamaian yang dirumuskan oleh
debitur dengan cara yang bertentangan dengan hak-hak kreditur lain. Serta
pengurus diharapkan berperan penting dalam menanggapi keberatan-
keberatan yang disampaikan oleh kreditur yang haknya tidak terpenuhi
karena status PKPU Sukarela ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116
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UUK PKPU. Serta rumusan dalam Pasal 246 UUK PKPU menjadikan celah
bagi debitur untuk menggunakan jaminan-jaminan yang sudah diberikan
kepada pihak kreditur sebagai bentuk penyelesaian utang milik debitur.

. Perlunya pencantuman peraturan mengenai prinsip yang terkandung dalam
UUK PKPU secara tegas yang dituangkan dalam Pasal dalam UUK PKPU,
tidak hanya secara tersirat agar hakim dalam memutus suatu perkara
kepailitan maupun PKPU tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang ada
guna menjaga kesehatan lembaga kepailitan sebagai alternatif penyelesaian
piutang yang adil dan memberikan pelindungan bagi pihak-pihak di

dalamnya.
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